LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2025

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan |Persentase pengadaan tanah untuk % 100 20 250.000.000,00 13.200.000,00 5,28 20 APBD Prov. Sumsel Adanya kelengkapan data-data
Umum kepentingan umum yang selesai tepat waktu
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan % 100 20 250.000.000,00 13.200.000,00 5,28 20 APBD Prov. Sumsel -
Kepentingan di Wilayah Provinsi Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi
yang ditetapkan
- Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jumlah Dokumen Penetapan Dokumen 3 0 250.000.000,00 13.200.000,00 5,28 20 APBD Prov. Sumsel -
untuk Kepentingan Umum Lokasi/Terlaksananya koordinasi
kegiatan pelaksanaan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum Pendelegasian
Persiapan Pengadaan Tanah
Updating data pertanahan Jumlah Dokumen Pertanahan Dokumen 1 0 100.000.000,00| 0,00 0,00 20 APBD Prov. Sumsel -
Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah Jumlah Dokumen data rencana pengadaan Dokumen 1 0 50.000.000,00:! 0,00 0,00 20 APBD 17 Kab/Kota Koordinasi dilaksanakan setelah
tanah berdasarkan dokumen perencanaan mendapat laporan terkait
(RPJIMD,Renstra,RKPD,DIPA) pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dokumen 1 0 100.000.000,00 13.200.000,00 13,20 20 APBD 8 Kab/Kota Tidak ada
Pengadaan Tanah untuk PPSN Fasilitasi Percepatan Pengadaan (OKUS, OKUT,
Tanah untuk PPSN OKI, Ol, Muara
Enim, Prabumulih,
MUBA,
Banyuasin)
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase Fasilitasi Mediasi Penyelesaian % 100 50 150.000.000,00 9.120.000,00 6,08 20 APBD 6 Kab/Kota -
Garapan Kasus Pertanahan yang dilaksanakan (OKI,
Banyuasin,MUB
A, MURA,Muara
Enim, Lahat)
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas | Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan % 100 10 150.000.000,00 9.120.000,00: 6,08 20 APBD 6 Kab/Kota Pemerintah Provinsi Sumatera
Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah  |Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu (OKI, Selatan dalam hal ini Dinas
Provinsi Daerah Provinsi Banyuasin,MUBA, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
MURA,Muara Provinsi Sumatera Selatan hanya
Enim, Lahat) melaksanakan wewenang sebatas
fasilitasi mediasi sengketa
p bukan meny
sengketa pertanahan




- Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Jumlah Berita Acara Mediasi Penyelesaian Berita Acara 4 3 150.000.000,00 9.120.000,00 6,08 20 APBD 6 Kab/Kota 1. Belum terdapat fungsional
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah |Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota (OKI, mediator yang cakap dalam
Provinsi dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Banyuasin,MUBA, melakukan mediasi

MURA Muara 2. Masih kurangnya pemahaman
Enim, Lahat) masyarakat terkait mediasi
penyelesaian sengketa pertanahan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Terselesaikannya Ganti Kerugian dan % 100 20 850.000.000,00 12.480.000,00 1,47 20 APBD Prov. Sumsel -

Santunan Tanah untuk Pembangunan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan % 100 20 850.000.000,00 12.480.000,00 1,47 20 APBD Prov. Sumsel -

Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen 1 0 100.000.000,00 5.280.000,00 5,28 20 APBD 8 Kab/Kota -
Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah  |dan Sinkronisasi (OKUS, OKUT,
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah | Penyelesaian Masalah Ganti OKI, Ol, Muara
Provinsi Kerugian dan Santunan Enim, Prabumulih,

Tanah untuk Pembangunan MUBA,
oleh Pemerintah Daerah Banyuasin)
Provinsi

- Penyelesaian Santunan Tanah untuk Jumlah Laporan Terselesaikannya santunan Laporan 1 0 750.000.000,00 7.200.000,00 0,96 20 APBD Palembang Masih dalam Penelitian Keabsahan
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kepemilikan
Provinsi Daerah Provinsi
Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk Jumlah Laporan Ganti rugi tanah bagi Laporan 1 0 750.000.000,00 7.200.000,00 0,96 20 APBD Palembang -
kepentingan umum pembangunan untuk kepentingan umum

Program Redistribusi Tanah dan Ganti Terlaksananya Redistribusi Tanah dan Ganti % 100 20 200.000.000,00 4.375.000,00 2,19 20 APBD Prov. Sumsel -

Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan

Tanah Absentee Tanah Absentee
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek % 100 20 200.000.000,00 4.375.000,00:! 2,19 20 APBD Prov. Sumsel -

Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 [Redistribusi Tanah Lintas Daerah
(satu) Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
- Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Jumlah Dokumen Koordinasi dokumen 1 0 50.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD 11 Kab/Kota -
Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Penetapan Redistribusi (MURATARA,
Kabupaten/Kota Tanah Objek Reforma MUBA, MURA,
Agraria Lintas Daerah PALI, OKI,
Kabupaten/Kota Banyuasin, OKU,
OKUS, OKUT,
Ol, Muara Enim)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses [Jumlah Berita Acara Berita Acara 1 0 100.000.000,00 4.375.000,00 4,38 20 APBD 15 Kab/Kota -

dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Rapat
Koordinasi Penataan Akses
dalam rangka Reforma
Agraria

(Palembang,
MUBA, MURA,
OKI, Muara Enim,
Pagaralam,
Prabumulih, Lubuk
Linggau,
Banyuasin,
OKUT, Kantah Ol,
OKUS,
MURATARA,
Empat Lawang,
PALI)




- Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Berita Acara 1 0 50.000.000,00! 0,00 0,00 20 APBD 15 Kab/Kota
Reforma Agraria Penataan Aset Reforma Agraria (Palembang,
MUBA, MURA,
OKI, Muara Enim,
Pagaralam,
Prabumulih, Lubuk
Linggau,
Banyuasin,
OKUT, Kantah Ol,
OKUS,
MURATARA,
Empat Lawang,
PALI)
Program Pengelolaan Tanah Kosong Terkelolanya Tanah Kosong % 100 20 350.000.000,00 2.280.000,00 0,65 20 APBD 8 Kab/Kota
(OKU, OKUT,
OKUS,
Banyuasin, OKI,
Muara Enim,
Lahat,
Pagaralam)
- Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Persentase Terlaksananya Inventarisasi dan % 100 20 200.000.000,00 2.280.000,00 1,14 20 APBD 8 Kab/Kota
Pemanfaatan Tanah Kosong (OKU, OKUT,
OKUS,
Banyuasin, OKI,
Muara Enim,
Lahat, Pagaralam)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Laporan 1 0 200.000.000,00 2.280.000,00 1,14 20 APBD 8 Kab/Kota
Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong (OKU, OKUT,
Provinsi didalam 1 (satu) Daerah Provinsi OKUS,
Banyuasin, OKI,
Muara Enim,
Lahat, Pagaralam)
- Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong |Persentase Terlaksananya Inventarisasi % 100 20 150.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD 8 Kab/Kota
Tanah Kosong dalam 1 (Satu) (OKU, OKUT,
Kabupaten/Kota OKUS,
Banyuasin, OKI,
Muara Enim,
Lahat, Pagaralam)
- Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Laporan Inventarisasi Laporan 1 0 150.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD 8 Kab/Kota
Tanah Kosong dalam 1 (Satu) (OKU, OKUT,
Kabupaten/Kota OKUS,
Banyuasin, OKI,
Muara Enim,
Lahat, Pagaralam)
Program Penatagunaan Tanah Terlaksananya Penatagunaan Tanah % 100 20 200.000.000,00 14.880.000,00 7,44 20 APBD 17 Kab/Kota
Perencanaan penggunaan tanah yang Terlaksananya Perencanaan penggunaan tanah % 100 20 200.000.000,00 14.880.000,00 0,00 20 APBD 17 Kab/Kota
hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 |yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota
(satu) Daerah Provinsi dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Dokumen 1 0 200.000.000,00 14.880.000,00! 0,00 20 APBD 17 Kab/Kota
Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
Kewenangan Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program Penunjang Urusan Pemerintah Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja % 100 22,13 44.092.509.537,00 8.211.823.022,00 18,62 22,13 APBD

Daerah Provinsi

Perangkat Daerah




Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran % 100 20 265.000.000,00 46.860.500,00:! 17,68 20 APBD Dalam tahap penyusunan renstra
Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2025-2030
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat [Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen 2 0 60.000.000,00! 6.966.800,00 11,61 20 APBD Prov. Sumsel -
Daerah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Strategis Dokumen 1 0 30.000.000,00 3.836.500,00 12,79 20 APBD Prov. Sumsel -
Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat (RENSTRA) Perangkat Daerah atau
Daerah atau Perubahan Rencana Strategis Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
(RENSTRA) Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Dokumen 1 0 30.000.000,00 3.130.300,00 10,43 20 APBD Prov. Sumsel -
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Daerah (RKPD)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan 4 0 80.000.000,00:! 0,00 0,00 20 APBD -
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan LAKIP Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Laporan 1 0 25.000.000,00] 0,00 0,00 20 APBD 3 Provinsi -
Pemerintah (LAKIP)
Koordinasi dan Penyusunan LPPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Laporan 1 0 25.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD Prov. Sumsel -
Daerah (LPPD)
Koordinasi dan Penyusunan LKPJ Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Laporan 1 0 15.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD Prov. Sumsel -
Jawaban (LKPJ)
Koordinasi dan Penyusunan LKjIP Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan 1 0 15.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD Prov. Sumsel -
(LKjIP)
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 2 0 125.000.000,00 39.893.700,00 31,91 32,5 APBD -
Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kinerja  |Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan 1 0 100.000.000,00 36.785.200,00 36,79 45 APBD 17 Kab/Kota -
Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup pada |Evaluasi Kinerja Perencanaan Bidang
Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota
Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Laporan 1 0 25.000.000,00 3.108.500,00 12,43 20 APBD -
Maturitas Sistem Pemerintah Intern Pemerintah | Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pemerintah
(SPIP) Intern Pemerintah (SPIP)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlayaninya Administrasi % 100 24 11.875.381.000,00 3.076.655.024,00 25,91 24 APBD -
Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang oB 69 67 11.579.261.000,00 3.075.155.024,00 26,56 31,67 APBD DLHP Prov. -
Menerima Gaji dan Sumsel
Tunjangan ASN
Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima Gaji dan oB 69 67 5.944.618.000,00 1.925.508.145,00 32,39 35 APBD DLHP Prov. -
Tunjangan Sumsel
Gaji dan Tunjangan PPPK Jumlah PPPK yang menerima Gaji dan oB 1 1 65.063.000,00 19.680.868,00 30,25 35 APBD DLHP Prov. -
Tunjangan Sumsel
Tambahan Penghasilan ASN Jumlah ASN yang menerima Tambahan OB 69 67 5.569.580.000,00 1.129.966.011,00 0,00 25 APBD DLHP Prov. -
Penghasilan Sumsel
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas [Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 0 246.120.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
ASN Penyediaan Administrasi Sumsel
Pelaksanaan Tugas ASN
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Hasil oB 229 0 246.120.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Penyediaan Administrasi Sumsel

Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa




- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Laporan 1 0 50.000.000,00 1.500.000,00 3,00 20 APBD -
Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Persentase Terkelolanya Administrasi Barang % 100 20 18.000.000,00! 600.000,00 3,33 20,00 APBD DLHP Prov. -
Perangkat Daerah Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan Sumsel
baik
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang  (Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD Dokumen 1 0 6.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Milik Daerah SKPD Sumsel
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang |Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 1 0 6.000.000,00 600.000,00 10,00 20 APBD DLHP Prov. -
Milik Daerah pada SKPD Laporan BMD SKPD Sumsel
- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Jumlah Laporan Penatausahaan BMD SKPD Laporan 1 0 6.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD -
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |Persentase Terlayaninya Administrasi % 100 225 125.000.000,00 17.000.000,00 0,00 225 APBD -
Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0 APBD -
Kelengkapannya Beserta Atribut Kelengkapan
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan Dokumen 2 0 75.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Kepegawaian dan Pengolahan Administrasi Sumsel
Kepegawaian
Penyusunan ANJAB ABK dan EVAJAB ASN  |Jumlah Dokumen ANJAB ABK dan EVAJAB Dokumen 1 0 60.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD Membutuhkan Proses yang cukup
ASN panjang dimulai dari menghitung
kebutuhan pegawai berdasarkan
analisis beban kerja tiap jabatan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Jumlah Dokumen PMPRB Dokumen 1 0 15.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD meningkatnya inovasi pegawai
Birokrasi (PMPRB) dalam mewujudkan reformasi
birokrasi
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Orang 7 0 50.000.000,00:! 17.000.000,00 0,00 475 APBD -
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Orang 5 0 25.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD -
Kapasitas
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat PIM Orang 2 0 25.000.000,00 17.000.000,00 68,00 75 APBD -
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlayaninya Administrasi Umum % 100 20 1.147.080.000,00 24.601.192,00 2,14 20 APBD DLHP Prov. -
Perangkat Daerah Sumsel
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ Jumlah Paket Komponen Paket 1 0 12.000.000,00: 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik/Penerangan Sumsel
Bangunan Kantor yang
disediakan
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor [ Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 3 0 60.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Kantor yang disediakan Sumsel
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Paket 1 0 25.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Sumsel
Penyediaan Alat Kebersihan Kantor Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Paket 1 0 30.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
disediakan Sumsel
Penyediaan Plakat/ Souvenir Jumlah Plakat dan Souvenir yang disediakan Paket 1 0 5.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Sumsel
- Penyediaan Bahan Logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 2 0 145.080.000,00 3.705.000,00 2,55 20 APBD DLHP Prov. -
disediakan Sumsel
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Paket Makanan dan Minuman yang Paket 2 0 145.080.000,00 3.705.000,00 2,55 20 APBD DLHP Prov. -
disediakan Sumsel
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |Jumlah Paket Barang Cetakan dan Paket 2 0 25.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Penggandaan yang disediakan Sumsel




- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Dokumen Bahan Dokumen 1 0 25.000.000,00! 3.544.800,00 14,18 20 APBD -
perundang-undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Laporan 1 0 700.000.000,00 17.351.392,00 2,48 20 APBD Dalam Negeri -
Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Perjalanan Dinas Rutin Kantor Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Rutin Kantor Laporan 1 0 550.000.000,00 17.351.392,00 0,00 20 APBD Dalam Negeri -
Rapat Koordinasi Teknis Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Teknis Kali 1 0 150.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Sumsel
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dokumen 1 0 30.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. kurangnya Fasilitas Sarana dan
Dinamis pada SKPD Sumsel Prasarana
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Jumlah Dokumen Dukungan Dokumen 1 0 150.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. kurangnya operator/Admin setiap
Berbasis Elektronik pada SKPD Pelaksanaan Sistem Sumsel bidang dalam pelaksanaan
Pemerintahan Berbasis kegiatan sehingga terdapat
Elektronik pada SKPD keterlambatan dalam
perkembangan media informasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase Tersedianya Pengadaan Barang % 100 20 1.138.948.537,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Sumsel
Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau [Jumlah Unit Kendaraan Unit 1 0 450.000.000,00| 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Sumsel
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau [Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Unit 2 0 463.948.537,00] 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Lapangan Lapangan yang disediakan Sumsel
- Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Paket 1 0 50.000.000,00:! 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
disediakan Sumsel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 5 0 175.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD -
disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa % 100 39,1 1.562.200.000,00 245.561.611,00 15,72 39,1 APBD DLHP Prov. -
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sumsel
- Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 1 0 5.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Jasa Surat Menyurat Sumsel
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Laporan 1 0 365.000.000,00 60.758.611,00 16,65 20 APBD DLHP Prov. -
Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Sumsel
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Laporan 1 0 4.000.000,00 3.540.000,00 88,50 95 APBD -
Kantor dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 1 0 1.188.200.000,00 181.263.000,00 15,26 21,25 APBD DLHP Prov. -
yang Disediakan Sumsel
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah Laporan Jasa Pendukung Administrasi oB 377 72 950.000.000,00 181.263.000,00 19,08 25 APBD DLHP Prov. -
Teknis/Perkantoran Teknis/Perkantoran yang disediakan Sumsel
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Jasa Kebersihan Kantor yang gedung 1 0 200.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
disediakan Sumsel
Penyediaan Jasa Tutor SKJ Jumlah Laporan Jasa Tutor SKJ yang kali 44 8 13.200.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
disediakan Sumsel




Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh  |Jumlah Laporan Pengelola Informasi dan Laporan 1 0 25.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD kurang nya operator dalam
PPID DLHP Prov. Sumsel Dokumentasi oleh PPID DLHP Prov. Sumsel melaksanakan kegiatan ppid di
yang disediakan setiap Bidang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang |Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang % 100 16,25 460.900.000,00 0,00 0,00 16,25 APBD DLHP Prov. -
Urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Sumsel
Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Unit 1 0 30.000.000,00 0,00 0,00 20 APBD DLHP Prov. -
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Sumsel
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Unit (mobil, motor) 3 (12 mobil, 11 0 270.900.000,00 0,00 0,00 15 APBD DLHP Prov. -
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan |Operasional atau Lapangan motor) Sumsel
Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Unit 20 0 60.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD DLHP Prov. -
Lainnya yang Dipelihara Sumsel
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau|Jumlah Gedung Kantor dan Unit 0 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Meningkatnya Pelayanan BLUD % 100 17,5 27.500.000.000,00 4.800.544.695,00 17,46 17,5 APBD DLHP Prov. -
Sumsel
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan Unit Kerja 1 1 27.500.000.000,00 4.800.544.695,00 17,46 17,5 APBD -
dan Penunjang Pelayanan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 71,93 0 325.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup % 100 15 325.000.000,00| 0,00 0,00 15 APBD Penyusunan KLHS RPJMD Prov.
Strategis (KLHS) Provinsi Strategis (KLHS) Provinsi Sumsel telah selesai di tahun 2024,
sehingga kegiatan ini akan
dialihkan ke kegiatan Kajian
Penetapan Kelas Air Sungai
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Jumlah Dokumen KLHS Dokumen 1 0 300.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -
RPJPD/RPIJMD RPJPD/RPJIMD Provinsi
yang Disusun
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD  |Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Provinsi yang Dokumen 1 0 300.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -
Provinsi Disusun
- Pemantauan dan Evaluasi KLHS Jumlah Dokumen KLHS yang dipantau dan Dokumen 1 0 25.000.000,00: 0,00 0,00 15 APBD -
dievaluasi
Program Pengendalian Pencemaran - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (INDEKS) -71,93 0 2.580.000.000,00 63.190.120,00 2,45 15 APBD Kegiatan sudah mulai
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Persentase Penurunan Emisi GRK (%) '-18,5% dilaksanakan
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan |Terlaksananya Pencegahan Pencemaran % 100 15 1.190.000.000,00 32.205.240,00! 2,71 15 APBD Kegiatan sudah mulai dilaksanakan
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dokumen 3 0 280.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Kegiatan sudah mulai dilaksanakan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun
Udara, dan Laut
Pengendalian kerusakan lingkungan sektor Jumlah Dokumen Uji Pengendalian kerusakan Dokumen 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Kegiatan sudah berjalan

pertambangan

lingkungan sektor pertambangan yang disusun




Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLH Jumlah Dokumen Uji Pembinaan dan Evaluasi Dokumen 1 80.000.000,00: 0,00 0,00 15 APBD perubahan peraturan perundangan
Kewenangan Provinsi Kesesuaian DLH Kewenangan Provinsi yang yang dinamis
disusun
Pembinaan dan Monitoring Kinerja Komisi Jumlah Dokumen Uji Pembinaan dan Dokumen 1 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD perubahan peraturan perundangan
Penilai AMDAL Kab/kota Pengawasan Kinerja Komisi Penilai AMDAL yang dinamis
Kab/kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 6 540.000.000,00 25.787.000,00! 4,78 15,83333333 APBD Kegiatan sudah mulai dilaksanakan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi|Koordinasi dan Sinkronisasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim Inventarisasi GRK dari sektor
lingkungan hidup yang
Dilaksanakan
Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan  |Jumlah Dokumen Hasil Pembuatan Dokumen Dokumen 1 40.000.000,00: 0,00 0,00 15 APBD 17 Kab/Kota Kegiatan ini merupakan kegiatan
/atau Mitigasi Perubahan Iklim Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi yang akan diefisiensi seluruhnya
Perubahan Ikiim yang dilaksanakan
Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Meningkatnya Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Dokumen 1 125.000.000,00 17.317.000,00 13,85 20 APBD 17 Kab/Kota Kegiatan direalisasikan sesuai
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan rencana
(PROKLIM) Pelaporan Pelaksanaan Upaya Inventarisasi
GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 1 75.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD 2 Kab/Kota Kegiatan ini merupakan kegiatan
Sinkronisasi Inventarisasi Bahan Perusak Ozon yang akan diefisiensi seluruhnya
dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan
Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Jumlah dokumen data inventarisasi Dokumen 1 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Kota Palembang Kegiatan direalisasikan sesuai
Penyusunan Profil Emisi GRK GRK dan profil emisi GRK rencana
Kampanye pencegahan kerusakan lingkungan |Jumlah Dokumen Hasil Kampanye dan evaluasi Dokumen 1 100.000.000,00 3.580.000,00 3,58 15 APBD Kegiatan sudah berjalan dan
akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan pencegahan kerusakan lingkungan akibat sedang menunggu desain spanduk
kebakaran hutan, kebun dan lahan yang dari Diskominfo Sumsel
dilaksanakan
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Dokumen 1 100.000.000,00 4.890.000,00: 4,89 15 APBD Sedang menunggu surat dari
Kerusakan Lingkungan akibat Kebakaran Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan Gubernur Sumsel untuk
Hutan, Kebun dan Lahan di lahan konsesi akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di pelaksanaan Monev Karhutbunla di
lahan konsesi yang dilaksanakan Prvo. Sumsel
- Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan [Data dan informasi indeks kualitas lingkungan Lokasi 17 370.000.000,00 6.418.240,00 1,73 15 APBD Pemantauan Tahun 2025 belum
Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan |hidup(Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas dilaksankan karena menunggu hasil
Laut Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas pembahasan titik pantau air sungai
Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air terbaru. Selaian itu terdapat juga
Laut) yang dilaksanakan efesiensi anggaran
Pemantauan Kualitas Air Sungai Jumlah Data dan Informasi Indeks Kualitas Air Lokasi 17 200.000.000,00 6.418.240,00 3,21 15 APBD 17 Kab/Kota Pemantauan Tahun 2025 belum
(IKA) Provinsi yang Dilaksanakan dilaksankan karena menunggu hasil
pembahasan titik pantau air sungai
terbaru. Selaian itu terdapat juga
efesiensi anggaran
Pemantauan Kualitas Udara Jumlah Data dan Informasi Indeks Kualitas Lokasi 17 140.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD 17 Kab/Kota Pemantauan Tahun 2025 belum

Udara (IKU) Provinsi yang Dilaksanakan

dilaksanakan karena terdapat
efesiensi anggaran. Nilai Indeks
Kualitas Udara juga akan
didapatkan pada akhir tahun
setelah pemantauan selesai
dilaksanakan




Pemantauan Kualitas Air Laut Jumlah Data dan Informasi Indeks Kualitas Air Kab/Kota 2 0 30.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Pemantauan Tahun 2025 belum
Laut (IKAL) Provinsi yang Dilaksanakan (Banyuasin, OKI) (Banyuasin, OKI) dilaksanakan karena terkendala
cuaca. Nilai Indeks Kualitas Air
Laut juga akan didapatkan pada
akhir tahun setelah pemantauan
selesai dilaksanakan
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Persentase Terlaksananya Penanggulangan % 100 15 290.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -
Kerusakan Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup
- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran [Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Laporan 2 0 290.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Prov. Sumsel Kegiatan masih dalam proses
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan persiapan
Masyarakat Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan
Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan  |Jumlah Laporan Pembuatan Peraturan Laporan 1 0 90.000.000,00: 0,00 0,00 15 APBD DLHP Prov. Belum terlaksana karena Anggaran
Bidang Lingkungan Hidup Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Sumsel APBD 2025 baru bisa
Hidup yang dilaksanakan dilaksanakan Maret 2025
Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Laporan 2 0 200.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Kegiatan masih dalam proses
Lingkungan Hidup yang dilaksanakan persiapan
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Persentase Terlaksananya Pemulihan % 100 15 1.100.000.000,00! 30.984.880,00 2,82 15 APBD Kegiatan masih dalam proses
Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan persiapan
Hidup
- Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Kegiatan 4 0 1.000.000.000,00 30.984.880,00 3,10 15 APBD Kegiatan sudah mulai dilaksanakan
Pelaksanaan Restorasi
Pendampingan Tim Restorasi Gambut Jumlah Kegiatan Pendampingan Tim Restorasi kegiatan 1 0 700.000.000,00 30.984.880,00 4,43 15 APBD Masih dalam proses menunggu SK
Gambut yang dilaksanakan dari Gubernur Sumsel terkait Tim
Pendampingan Restorasi Gamubut
Prov. Sumsel
Monitoring pelaksanaan pemulihan ekosistem  |Jumlah Kegiatan Monitoring pelaksanaan kegiatan 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD sedang menyusun daftar unit usaha
gambut di lahan konsesi pemulihan ekosistem gambut di lahan konsesi kegiatan yang akan di evaluasi
yang dilaksanakan
Pembinaan masyarakat dan desa peduli Jumlah Kegiatan Pembinaan masyarakat dan kegiatan 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Kegiatan masih dalam proses
gambut desa peduli gambut yang dilaksanakan persiapan
Diseminasi dan reviewing pelaksanaan Jumlah Kegiatan Diseminasi dan reviewing kegiatan 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Kegiatan masih dalam proses
Dokumen RPPEG Prov. Sumsel pelaksanaan Dokumen RPPEG Prov. Sumsel persiapan
yang dilaksanakan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Kegiatan masih dalam proses
Rehabilitasi yang dilaksanakan persiapan
Pemantauan Kerusakan Tanah Akibat Jumlah Kegiatan Pemantauan Kerusakan kegiatan 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD
Biomassa Tanah Akibat Biomassa yang dilaksanakan
10 |Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati [Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Poin 0.465 0 500.000.000,00 17.157.000,00 3,43 15 APBD Kegiatan masih dalam tahap
(KEHATI) koordinasi
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman % 100 15 500.000.000,00 17.157.000,00 3,43 15 APBD DLHP Prov. Kegiatan masih dalam tahap
Hayati Provinsi Sumsel koordinasi
- Penyusunan dan Penetapan Rencana Jumlah Dokumen Rencana Dokumen 1 0 100.000.000,00 3.580.000,00: 3,58 15 APBD 17 Kab/Kota Kegiatan masih dalam tahap
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Induk Pengelolaan Kehati persiapan
yang Disusun
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Ha 5 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD DLHP Prov. Kegiatan masih dalam tahap
Lingkup Kewenangan Sumsel persiapan

Provinsi




- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan  [Jumlah Orang yang Orang 5 0 100.000.000,00 2.880.000,00 0,00 15 APBD Jakabaring Sport Kegiatan masih dalam tahap
SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Meningkat Kapasitasnya City persiapaan
Hayati dalam Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Unit 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Jakabaring Sport Kegiatan belum dijadwalkan
Keanekaragam Hayati Prasarana Keanekaragaman City
Hayati yang Dikelola
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati |Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan Unit 1 0 100.000.000,00 10.697.000,00 10,70 15 APBD Kegiatan masih dalam tahap
di Luar Kawasan Hutan yang dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi persiapan
11 |Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan |Persentase Peningkatan Pengelolaan % 100 15 200.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Limbah B3 di daerah Kab/ Kota
dan Beracun (Limbah B3)
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas % 100 15 200.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD masih menunggu pelaksanaan
Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah kegiatan dari pusat
Provinsi Provinsi
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Jumlah Fasilitasi Persetujuar/Izin Pengumpulan Dokumen 1 0 75.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD masih menunggu pelaksanaan
Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui |Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu kegiatan dari pusat
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem
Terintegrasi Secara Elektronik Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah — |Jumlah Fasilitas Penyusunan Rencana Aksi Dokumen 1 0 75.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD masih menunggu pelaksanaan
Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD- | Daerah — Pengurangan dan Penghapusan kegiatan dari pusat
PPM) Merkuri (RAD-PPM)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 1 0 125.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD masih menunggu pelaksanaan
Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan kegiatan dari pusat
rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pemerintah dalam rangka Pengangkutan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau
Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi
Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya
12 Program Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan penanggung jawab usaha Jumlah Perusahaan 17 1 200.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Pengawasan masih dilakukan
Terhadap izin Lingkungan dan Izin dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, secara tidak langsung dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan |izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh melakukan evaluasi dokumen
Hidup (PPLH) Pemerintah Daerah UKL UPL yang disampaikan oleh
Usaha/Kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan % 100 15 200.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -
dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan
(PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh
Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi
- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Badan Usaha 25 0 200.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -

Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan
Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-
undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

diawasi




13 |Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat [Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang MHA 2 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -
Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Terinventarisir
MHA yang Terkait dengan PPLH
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA % 100 15 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD DLHP Prov. Belum terlaksana karena Anggaran
Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA |dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Sumsel APBD 2025 baru bisa
yang terkait dengan PPLH dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dilaksanakan Maret 2025
- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan|Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Dokumen 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD DLHP Prov. Belum terlaksana karena Anggaran
Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, | Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Sumsel APBD 2025 baru bisa
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait |terkait dengan PPLH yang dilakukan dilaksanakan Maret 2025
dengan PPLH Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan
Penguatan
Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Mayarakat Hukum Adat yang Dokumen 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Belum terlaksana karena Anggaran
terinventarisasi APBD 2025 baru bisa
dilaksanakan Maret 2025
14 |Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) indeks 71.93 0 900.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, % 100 15 900.000.000,00| 0,00 0,00 15 APBD -
Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga |Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Provinsi
- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Dokumen 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -
Hidup Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang
Dilaksanakan
Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru Jumlah Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru Dokumen 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Belum terlaksana karena Anggaran
yang dilaksanakan APBD 2025 baru bisa
dilaksanakan Maret 2025
- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye [Jumlah Masyarakat/Kelompok 1204 0 600.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -
Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Masyarakat/Kelompok Masyarakat
Masyarakat/Pelaku
Usaha/Kegiatan yang Terlibat
Kampanye Lingkungan Hidup (HLHS) Jumlah Masyarakat/ Kelompok M. kat/ M. kat 1100 0 200.000.000,00| 0,00 0,00 15 APBD Pelaksanaan Hari Puncak di Bulan
Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat Mei 2025
Pelaksanaan World Clean-Up Day (WCD) Jumlah Masyarakat/ Kelompok M. kat/ M. kat 50 0 150.000.000,00| 0,00 0,00 15 APBD Kegiatan masih belum terlaksana
Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat dari pusat.
Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional Jumlah Masyarakat/ Kelompok M. kat/ M kat 50 0 150.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Prov. Sumsel -
(HPSN) Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat
Inventarisasi lembaga masyarakat/kelompok |Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Kelompok Masyarakat 4 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Prov Sumsel Pelaksanaan dilaksanakan pada

masyarakat bidang lingkungan hidup

Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat

TW Il dan Terdapat perubahan
anggaran




- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Jumlah Keluarga yang Keluarga 50 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD DLHP Prov. Pelaksanaan dilaksanakan pada
Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan  |Mengikuti Penumbuhan Sumsel TW Il dan Terdapat perubahan
Hidup Kesadaran Keluarga Dalam anggaran

Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup dan
Kawasan Pemukiman Yang
Sehat

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Jumlah lembaga pendidikan Lembaga 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD DLHP Prov. -
Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan formal/lembaga masyarakat/k Sumsel
hidup untuk Lembaga pendidikan omunitas/kelompok
formal/lembaga masyarakat yang meningkat
masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat |kapasitas dan

kompetensinya terkait PPLH
Pelatihan Pemantauan Kualitas Air Jumlah Lembaga yang mengikuti Pelatihan Lembaga 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Terdapat Perubahan Anggaran
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
15 |Program Penghargaan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 71.93 0 1.300.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -
untuk Masyarakat
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, % 100 15 1.300.000.000,00! 0,00 0,00 15 APBD -
Tingkat Daerah Provinsi Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Provinsi
- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Jumlah Masyarakat/Lembaga Entitas 186 0 1.300.000.000,00! 0,00 0,00 15 APBD -
Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/  |Masyarakat/Dunia
Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan {Usaha/Dunia
Lingkungan Hidup Pendidikan/Filantrophi yang
Dinilai Kinerjanya dalam
rangka PPLH
Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura |Jumlah Kota Sehat Adipura Yang Dinilai Kab/Kota 7 0 150.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD masih menunggu pelaksanaan
kegiatan pemantauan adipura TA
2025 dari pusat
Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata  |Jumlah Dunia Pendidikan/ Sekolah Adiwiyata Sekolah 35 0 200.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Masih menunggu surat Penilaian
yang Dinilai Adiwiyata Nasional dan Mandiri
Pembinaan dan Penilaian Kinerja Perusahaan |Jumlah Perusahaan Yang Dinilai Perusahaan 135 0 200.000.000,00| 0,00 0,00 15 APBD Periode Penialaian PROPER 2025
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dimulai.
(PROPER)
Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat orang 5 0 250.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Belum terlaksana karena Anggaran
Kehutanan (Kalpataru) Yang Dinilai APBD 2025 baru bisa
dilaksanakan Maret 2025
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Jumlah Dokumen IKPLHD Yang Disusun dokumen 1 0 500.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Masih dalam tahap proses
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pengumpulan data
(IKPLHD)
16 |Program Penanganan Pengaduan Lingkungan [Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan % 38 6 700.000.000,00| 0,00 0,00 15 APBD -

Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Terselesainya Pengaduan Masyarakat di % 100 15 700.000.000,00| 0,00 0,00 15 APBD -

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang |Jumlah sengketa lingkungan Perkara 20 0 500.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Masih dalam proses evaluasi
ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi  [hidup yang ditangani yang verifikasi lapangan

menjadi kewenangan
Penyelesaian Kasus Lingkungan Jumlah Penyelesaian Kasus Lingkungan yang Perkara 20 0 500.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD -

dilaksanakan




- Pengelolaan Pengaduan permasalahan Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran Pengaduan 20 3 200.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD Proses analisis berkas pengaduan,
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat dan verifikasi berkas yang masuk
tingkat Provinsi Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani

17 |Program Pengelolaan Persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah % 45 0 250.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD TPA/TPST Regional belum
terealisasi

Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional |Terlaksananya Penanganan Sampah di % 100 15 250.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD TPA/TPST Regional belum
TPA/TPST Regional terealisasi

- Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, Jumlah Dokumen pemantauan pembinaan, Dokumen 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD TPA/TPST Regional belum
verifikasi dan pengawasan atas penerapan verifikasi dan pengawasan atas penerapan terealisasi
Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan
Sampah Regional Sampah Regional yang dilaksanakan

- Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan Jumlah dokumen hasil koordinasi, Dokumen 1 0 150.000.000,00 0,00 0,00 15 APBD TPA/TPST Regional belum
pelaksanaan pengelolaan sampah di sinkronisasi dan pemantauan terealisasi
kabupaten/kota pelaksanaan pengelolaan sampah di

kabupaten/kota
TOTAL 53.147.509.537,00 8.348.505.142,00 15,71 17,19

Palembang, 14 April 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
vinsi Sumatera Selatan

#riansyah,S.STP,MM
ina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197604251994121001




